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, bahwa i "untuk 

. Gorontalo Tahu 

- Perangkat Da rah - di : lingkungan Pemerintah 1 , 
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DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA: DAERAH . 

— KABUPATEN GORONTALG TAHUN ANGGARAN 2015 . : 

    

    

   

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | 

— BUPATI GORONTALO, Ip. 

tertib . administrasi pelaksanaan ' 

" pengadaan barang/jasa" yang bersumber dari dana 

Anggaran “Pend patan Belanja Daerah Kabupaten 

Kabupaten Goro talo serta guna pencapaian sasaran 0 

' pelaksanaan ke iatan pembangunan Tahun Anggaran 

| 2015 yang dil 
| Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 

sanakan oleh Satuan Kerja Perangkat - 

- . maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan 0 

. Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang . 

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

. bahwa : —berdastrian | pertimbangan an sebagaimana | 

. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

—. Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan 

Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang 0 

. Bersumber dari Anggaran Pendapatan : dan Tn 

' Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015, 
i 
: 

i 
: 

, 
i 
: 
1   

Anggaran 2015 oleh Satuan Kerja 0



@“
 

3 
a
n
.
 

3
 

.
”
 

@
 

- Penyelenggaraan 

:. Undang-Undang 

. Pembentukan P/ 

— Republik Indor 

. Undang-Undang 

. Undang-Undang 

“ Perbendaharaan 

| Negara: Republik 

, Undang-Undang 

Keuangan — Neg 

. Indonesia Tahun 2004 

. Undang-Undang 

Perimbangan Ke 

ha Lembaran Negara 

: Undang-Undang 

Indonesia Nomor 1822): 

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa   Konstruksi (Lembaran Negara ) Republik Indonesia 

Korupsi, Kolusi 

Republik Indonesi 

Lembaran Negar: 

Nomor 4060), 

Keuangan . Neg 

Indonesia Tahi 

' Lembaran Negar 

Indonesia Tahuri 

Pemeriksaan I 

“Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara ana 

— Republik Indone 
| 

. Undang-Undang 

ia Nomor. 3833)... 1. : 

Nomor 28 “ Tahun 1909. tentang : 
Negara yang Bersih dan Bebas dari 

dan Nepotisme (Lembaran .Negara . 

sia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan : 

A Republik Indonesia Nomor 385 1): — 

Nomor 38 - Tahun 2000 |. tentang : 

rovinsi ' Gorontalo (Lembaran Negara i 

resia Tahun -2000 Nomor 258, " 
baran . Negara f Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun. 2003 tentang 
ara (Lembaran. (Negara Republik 

in 2003 Nomor . 47, j Tambahan 

a Republik Indonesia Nomor 4286): . 
Tahun 2004 - tentang. 

Negara . (Lembaran Negara. Republik 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Nomor 1 

Indonesia Nomor 4355), R , 

Nomor: 15 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan 3 dan . Tanggung Jawab 

ara (Lembaran ! 

'Nomor 66, : | 

Negara . 

Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Pemerintahan 1 

Indonesia Tahtin 

. : 

' 

Nomor 33 Tahun 2004 . tentang 
uangan antara Pemerintah Pusat dan 

aerah (Lembaran . i Negara Republik ' 

Aa Republik Indonesia Nomor 4438): . 

i (. ho. 

7 

$ 
f 

6 
-   

Nomor . 29 Tahun 1959 tentang. 2 

i Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II 'di Sulawesi 

| (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 ' 

' Nomor 74, Tambahan . Lembaran Negara: Republik 

Republik... ag 

2004 Nomor 126, Tambahan.
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— Pemerintahan 

. Indonesia . Tah 

“. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

10. 
. Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari. 

12. 

| Penyelenggaraan 

13, 

Peraturan Pemeri 

“ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

aerah . (Lembaran Negara Republik 5 

2014 Nomor 224, Tambahan 

tah Nomor 30 Tahun 1979 tentang ) 

Isimu ke Limboto (Lembaran . Negara Republik 

| Indonesia . Tah 

| Lembaran Negar. 

“1, 

  n 1977. Nomor 45, | Tambahan. 

Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

| Usaha dan ! 

i (Lembaran -— Negara Republik: Indonesia . Tahun 2000 

— Nomor. 63, (Ta bahan : Lembaran : Negara Republik 

Indonesia Nomor 3955): 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

ran Masyarakat Jasa : Konstruksi 

Jasa Konstruksi ) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 : Nomor 64, : (Tambahan i 

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), : 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik! Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 

i (Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 

pa "Nomor 3957): 

2.14. 

Lembaran Negard 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 “Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan “Daerah (Lembaran : Negara | 

Republik Indone: 

Peraturan Pemer 

sia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

. Republik Indonesia Nomor 4578): . 

intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang   Pembagian Uru 

Pemerintahan 

. Indonesia - Tahu 

16. 

— Republik Indonetia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan, . 

Daerah Kabupa, 

Lembaran Negar 

Peraturan Peme 

aerah Provinsi dan Pemerintahan . 

en/ Kota (Lembaran Negara Republik . . 

12007 Nomor 82, Tambahan . 
a epubitk Indonesia Nomor 4737), - 

Standar. Akuntahsi | Pemerintahan (Lembaran Negara 

Lembaran Negan 

1 

i 

a Republik Indonesia Nomor 5165) 

: 
g 

8 , 

  

an Pemerintahan ' antara : Pemerintah, . 0 

rintah Nomor 71 Tahun: 2010 tentang |
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. 20. Peraturan Dae 

Memperhatikan : 

Menetapkan : PERATURAN BUPAT 
"1 EVALUASI DAN P 

Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26): 

   

    

   

   

      

   

  

17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
| Pengadaan: Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden : 

Nomor 172 Tahun 2014, | 

18. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 13 sat" . 

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah " 

sebagaimana telah diubah. untuk .kedua kalinya 
dengan Peratur 

Tahun 2011: 

'19.Peraturan Menteri “Dalam “Negeri Nomor 37 Tahun 

2014 — tentang 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 

Kabupaten Gorontalo Nomor 7. 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 1 

Belanja  Daer Tahun “Anggaran 2015 (Lembaran 

. Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun: 2014) Nomor 7): 

Peraturan Bupati Gorontalo. Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati 

serta Pejabat Dae dalam Melaksanakan Tugas Teknis : 

Sehari-hari (Lembaran Daerah | Kabupaten | Gorontalo 

Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah : 

untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo | 

2012 (Berita Daerah Kabupaten : 

MEMUTUSKAN: 

TENTANG ' PEDOMAN. PELAKSANAAN 

  

Menteri Dalam . Negeri Nomor 21 . | 

Pedoman Penyusunan : Anggaran Tn ) 

#NGAWASAN KEGIATAN -' PENGADAAN - 
BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN. GORONTALO TAHUN 
ANGGARAN 2015. )
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ai 

Undang-Undang | Nomor 23 Tahun 2014 tentang” 

Pemerintahan 

i Indonesia Tah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)... 

10. Peraturan Pemeri 

. Pemindahan Ibul 

' Isimu ke Lin 

aerah : | (Lembaran: Negara “Republik 

2014. Nomor 224,' Tambahan 

kota Kabupaten Dati II Gorontalo dari | : 

iboto (Lembaran . Negara ' Republik 

  “ Indonesia Tah 

Lembaran Negar 

. Peraturan Pemeri 

“. Usaha. dan 

n 1977” Nomor 45, |. Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 3147): 0 

tah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang 

eran ' Masyarakat Jasa | Konstruksi 

“(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

) . Indonesia : Nomor 

12. 

: i Lembaran Negari 

13. 

Penyelenggaraan 

| . Nomor 3957), 

0014, 

: — Lembaran Negara 

“15. 

“Pembagian Uru 

| Daerah Kabupa 

Indonesia Ta 

. Lembaran Negar 

16. 

i Penyelenggaraan 

Republik Indones 

Nomor 63, (Ta 

Peraturan Pemer 

Peraturan Pemer 

Negara Republik 

bahan Lembaran Negara. Republik 

3955): Pa | i 0 

intah Nomor 29 Tahun 2000. tentang 0 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 0 i 

ia Tahun 2000. Nomor 64, (Tambahan 
a Republik Indonesia Nomor 3956), 

intah- Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Indonesia Tahun 2000 - Nomor 65, 
(Tambahan Lembaran Negara | Republik — Indonesia — 

1 
. 1 Ta 

.A . . 
po. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005: tentang 2 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara : 

" Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 140 »Tambahan | 

Republik Indonesia Nomor 4578)   Peraturan Peme     Pemerintahan 

Peraturan Peme 

intah Nomor 38 Tahun 2007. tentang. 
an Pemerintahan antara : | Pemerintah, 2 

en/Kota (Lembaran Negara Republik | 

un 2007 Nomor 82, : Tambahan - 

Republik Indonesia Nomor 4737), i . 

intah Nomor 71 Tahun 2010 an 

tah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Ho 

aerah Provinsi. dan Pemerintahan NN



Pasal 4 . ) 

Oa 

— “ Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
“Peraturan . Bupati ini dengan: penempatannya dalam Berita. Daerah. 
Kabupaten Gorontalo. : | 0 Ga 

Ditetapkan di Limboto 
“pada tanggal 22 Januari 2015 

  

Diundangkan di Limboto . 
pada tanggal 22 Jamuari 2015 

: SEKRETARIS DA ABUPATEN GORONTALO, ' 

    

    

IADIJAH U. TAYEB 

- BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO 

  
- NOMOR 5 TAHUN 2015 : 

TANGGAL : 22 JANYARI 2015 : 
TENTANG : PEDOMAN| PELAKSANAAN — EVALUASI DAN 

PENGAWASAN” KEGIATAN PENGADAAN 
BARANG/JASA YANG  BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN: BELANJA 
DAERAH | KABUPATEN GORONTALO TAHUN 
ANGGARAN 2015 

    

10, 

. “Unit kerja adalah bagian dari 

B I 

Kerennban UMUM 

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ' 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada 

anggaran/ pengguna barang. 

pemerintah daerah selaku pengguna 

. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Kepala Daerah adalah Bupati Gbrontalo. 

Pengguna Anggaran yang 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau 

pengguna APBD. 

selanjutnya disebut PA adalah pejabat 

pejabat   
Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 

Barang dan/atau Jasa Milik 

Perangkat Daerah. 

. Kuasa Pengguna Anggaran yang 

aerah di masing-masing Satuan Kerja 

elanjutnya disebut KPA adalah pejabat 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata: 

pejabat pada unit kerja SKPD 

yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. : 

beberapa program. 

Barang milik daerah adalah s€ 

atas beban APBD atau berasal d 

SKPD yang melaksanakan satu atau 

smua barang yang dibeli atau diperoleh 

ari perolehan lainnya yang sah. 

 



ORGANISASI PENGADAAN BARA) 
1 

0 swakelola terdiri atas: 

—..8. PA/KPA, 

ob. PPK: 
0. “ULP/ Pejabat Pengadaan/T 

9 
“4 

. Organisasi 

Penyedia Barang/ Jasa terdiri : 

Gd Panitia/ Pejabat Penerima I 

.. Organisasi : 

. Pejabat Pembuat Komitmen (Ff 

| kebutuhan yang paling kurang 
9 

“.b) 

“9 

“dj 

20 

. Pengguna Anggaran (BA) 

. PA memiliki tugas dan kewend : » 

9 

9 

“0 BA 

. PENGADAAN 

a. PA/KPA: 

b. PPK, 5 : 

c. ULP/Pejabat Pengadaan, d 

d.  Panitia/Pej abat Penerima I 

yang diperlukan untuk pelaks4 

Perangkat organisasi “ULP 

perundang-undangan. 

Perangkat i organisasi | LPSE 

Koordinator, | 

sekretariat, 

Tim Trainer: . | 

Tim Teknologi,Informasi da 

Tim Verifikator dam n Helpd 

. menetapkan Rencana Umu 

| mengumumkan secara lua: 

kurang di website Pemerin 

menetapkan PPK, 

| menetapkan Pejabat Penga 

5) menetapkan Panitia/ Pejab 

menetapkan: aa 

a) pemenang pada Pelela 

: 
F 
' 

! 

B II pa 
BARANG/JASA 3 

IG/JASA 
Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Oa 

| 
atas: 

| 

, 

ani 

Iasil Pekerj aan. 

Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan. melalui 

im Pengadaan: dan Da | 

Tasil Pekerjaan 

Inaan Pengadaan Barang/J asa. ) 

ditetapkan sesuai dengan peraturan 

(e- Procurement) ditetapkan 

y terdiri atas: 

in Komunikasi: 

sk. 

ngan sebagai berikut: 

lm Pengadaan, 

s Rencana Umum Pengadaan paling . 

tah Daerah, ) | | 

daan, . : 
at Penerima Hasil Pekerjaan). 

ngan atau penyedia pada. Penunjukan oo 

h. 
i 
ps   

PK) dapat dibantu oleh tim . pendukung . 

sesuai
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) - Konstruksi/Jasa Lainnya 

. Rp100.000.000.0600,00 

b) 

Langsung i untuk paket Pengadaan | Barang/ Pekerjaan Naa 

dengan nilai . diatas 

(Seratus miliar rupiah), atau 

pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan 

Langsung untuk pake t Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

— 7) mengawasi pelaksanaan anggaran: 

8) menyampaikan laporan kelangan sesuai dengan ketentuan | 

peraturan perundang-undangan: 

Pengadaan, dalam hal terj 

9). menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat 

adi perbedaan pendapat, dan 

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 0 

| angka dalam hal diperlukan, PA dapat: : 

1). menetapkan tim teknis, dan/atau 

melalui sayembara /kontesi 

. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

1. KPA pada Pemerintah Dae 

“2 menetapkan tim juri/tin' ahli untuk pelaksanaan Pengadaan 

: 

rah merupakan Pej abat yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah atas usul PA: 

2. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan i 

oleh PA pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya atas 

usul Kepala Daerah, 

3. KPA memiliki kewenangan 

. Papa Pembuat Komitmen 

oh. ' 

sesuai Sataptn oleh PA. | 

" t 

- PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 

. 
(yang meliputi: : 

. 1). spesifikasi teknis Barang/Jasa, 

2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS): dan 
' 3). rancangan Kontrak: 

“ Kuitansi/ Surat Perintal 

“ melaksanakan Kontrak 

menetapkan rencana 

menerbitkan Surat Pen 

menyetujui ) bukti 

mengendalikan pelaksa 
i 

| 

: 

: 
! 

pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa. . 

injukean Penyedia Barang/Jasa: . 

pembelian | atau menandatangani 

1 Kerja (SPK)/ surat perjanjian, | 

dengan Penyedia Barang/Js Jasa, 

naan Kontrak,  
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: anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA . 

0 setiap triwulan, dan Pa pa 

) i Barang/ Jasa kepada PA 

melaporkan | pelaksan 

menyerahkan hasil pek 

aan/penyelesaian Pengadaan f 

(/KPA: i po : 

erjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada 

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, : 

melaporkan kemajuah 

“menyimpan dan menjaga “keutuhan. 

pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

pekerjaan termasuk : | penyerapan 

seluruh . dokumen : 

.. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

angka 3, dalam hal diperlykan, PPK dapat: 

mengusulkan kepada PA/KPA: . a) 
1) perubahan paket pe 

2) perubahan jadwal k 

menetapkan tim pendu 

d) 

. PPK merupakan Pejabat 

"melaksanakan Pengadaan 

Untuk ditetapkan sebagi 

sebagai berikut: 

a. 
b. 

: o 

memiliki integritas, 

ng untuk melaksanakan ti 

Kualifikasi teknis serta 
n 

0 3) 

menetapkan tim atau 

untuk membantu pelal 

menetapkan besaran 

kepada Penyedia Barar 

memiliki disiplin tinggi: 

memiliki tanggung jawa 

berpendidikan pal 

dengan bidang ke 

secara aktif dala 

“ Pengadaan Barang 

memiliki kemamph 

melaksanakan seti 

1 
| 

5 

kerjaan: dan/atau Tn |. | 

egiatan pengadaan, 

kung, 

ksanaan tugas ULP: dan pg 

Uang Muka: yang 'akan dibayarkan 

1g/Jasa. 

yang ditetapkan oleh PAP KPA untuk 

Barang/ Jasa. — 

ai PPK harus memenuhi persyaratan : 0 

gas, 

manajerial adalah: 

Ing kurang Sarjana Strata Satu (SI) 

ahlian yang sedapat: . mungkin sesuai 

- dengan tuntutan pekerjaan,. 

memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun | terlibat Ha 

/ J asa: dan 

ap tugas / pekerj aannya.   
tenaga ahli pemberi penjelasan teknis . : 

Ib dan kualifikasi teknis serta manajerial” 

m kegiatan yang berkaitan dengan - » 

han kerja secara berkelompok dalam Lan



PPK - dilarang 

' menandatangani Kontrak dg 

.4) dalam hal jumlal 

— persyaratan . sebas 

. terbatas, persyarat: 

paling kurang gol 

golongan III a. 

mampu mengambil kej 

keteladanan dalam sik: 

KKN: ) 

, menandatangani Pakta 

. tidak menjabat sebagai 

i Membayar (PPSPM) @ 

“PA/KPA yang bertindak 
2 

memiliki Sertifikat Keal 

Dalam hal tidak ada 

“untuk ditunjuk sebag 

untuk : 

. 1) PPK yang dijabat ol 

- dan/atau | 

2) PA/KPA yang bertire 

menga 

— . belum tersedia anggaran atal 

. dapat. mengakibatkan dilamy 

0 untuk kegiatan yang dibiayai 

d “ULP/ pej abat Pengadaan 

a. Pemerintah Daerah di 

memberikan pelayanz 

Barang/Jasa. 

.. ULP pada Pemerintah 

" Pemilihan Penyedia B: 

Kelompok Kerja. . 

Keanggotaan ULP wajil 

1) Pengadaan Baran 

dengan nilai di 3 

rupiah): Da | 

2 Pengadaan Jasa 

— Rp50.000.000,00 h 

i 
: 

h Pegawai Negeri yang! memenuhi 

raimana dimaksud pada huruf 'a 

an pada huruf a dapat diganti dengan 

ongan Nila 'atau disetarakan dengan 

putusan, bertindak: tegas dan memiliki 

ap perilaku serta tidak pernah terlibat 

Integritas, Li : 

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

tau Bendahara, dikecualikan untuk 

sebagai PPK, dan : j i 0 

hlian Pengadaan Barang/Jasa. Ta ) | 

personil yang memenuhi persyaratan 

ai PPK, persyaratan ini dikecualikan 1 

eh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I: 

lak sebagai PPK. 

idakan -. 

ngan Penyedia Barang/ Jasa apabila . 

. ikatan 

1 tidak cukup tersedia anggaran yang . 

'auinya batas: anggaran yang tersedia : 

dari APBN/APBD. : 

Dae rah dibentuk oleh Kepala Daerah. 

rang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh 

| ditetapkan untuk: | 

Ka Rp 200 Konstruksi/Jasa Isinnya 

as Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 

ta. 

ima puluh juta rupiah).   
| perjanjian atau 

wajibkan mempunyai ULP, yang dapat . 2 

In/pembinaan di bidang Pengadaan . 0 

Konsultansi dengan nilai di' atas



@
 

Anggota . Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan 

paling kurang. 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai 

dengan kompleksitas pekerjaan. : 

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada di atas, dapat 

dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. 

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya 

. yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP. atau 1 (satu). orang 

Pejabat Pengadaan. . 

. Paket Pengadaan JasalKonsultansi yang bernilai paling tinggi 

'Rp50.000.000,00 (lima|puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan 

oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat 

Pengadaan... Ma an aa |. 

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: : 0 

1) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas: - -..-........ 

2) memahami pekerjaan yang al akan diadakan: 

3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 

ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan, .' 

4) memahami isi dokumen, metode dan prosedur, Pengadaan, 

5) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa |   sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan (dapat 

dikecualikan untuk Kepala ULP): dan | 

6) menandatangani Pakta Integritas. 

. Tugas pokok dan kewenangan ULP/ Pejabat), Pengadaan 

meliputi: Pe 0 Na 

1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, ... 

2) menetapkan Dokumen Pengadaan, TN ) 

3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran: 

4) mengumumkan : pe aksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

website: Pemerintah Daerah dan papan pengumuman 

resmi untuk masiarakat: serta. .menyampaikan ke LPSE 

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional. Ta 

5) menilai ' | . kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui : 

prakualifikasi atau pascakualifikasi, | 

6) melakukan - .evatul asi administrasi, . teknis | 1 

| 
i 

1 

“dan harga  



Selain. tugas pokok 

) Pengadaan sebagaimar 

: diperlukan ULP/Pejat 

| kepada PPK: — 

| a. perubahan HPS, dar 

, Kepala | ULP/ Anggota 

lainnya. 

b. perubahan spesifika 

Dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa bersifat khusus dan/ atau On 

dan: kewewenangan “ULP/Pejabat 

bat Pengadaan dapat: mengusulkan 

Jatau San : | 
ob 

si teknis pekerjaan. 

. pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi 

| 

. memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan | 

a. 

2 negeri atau swasta. 

20.4) PPK: ) aa 
0.2) Pejabat Penanda (Tangan Surat | Perintah : Membayar 

3) Bendahara : dan 

“. Anggota Panitia/ Pejab 

- dari. pegawai negeri, 

Pengguna APBN/APBD 

dapat menggunakan t naga ahli yang “berasal dari pegawai 
3 
1 

Kepala L ULP dan Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai: i 

— (PPSPMJ: 

4) APIP, terkecuali mel 
untuk Pengadaan 

instansinya. 

.  Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

PA/ KPA . menetapkan 

. Pekerj aan. . | 

instansi lainnya. 

Dikecualikan dari 1 

Panitia/Pej abat Penerir 

|. 

| 

njadi Pejabat Pengadaan /anggota L ULP 

Barang/Jasa yang dibutuhkan 

Panitia/Pejabat. Penerima “Hasil 

at Penerima Hasil Pekerjaa n | berasal 
J x 

baik dari instansi sendiri maupun 

ketentuan pada ayat (2), anggota 

na Hasil Pekerjaan pada Institusi lain . 

. Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

. Panitia/Pejabat Peneri 

) 3) memiliki kualifikasi 

persyaratan sebagai bei 

1) memiliki integritas, 
melaksanakan tugas : . 

2) memahami i isi Kont 

ma Hasil Pekerjaan wajib memenuhi 

disiplin dan. tanggung jawab dalam 

rak: . 

teknis, .   

ja dimaksud pada huruf k, dalam hal 

ULP/Pejabat . Pengadaan berasal dari. 

atau Kelompok Masyarakat Pelaksana ng



' 4) menandatangani Pa! 

“ 5). tidak menjabat sd 

dimaksud pada huruf 

| 3 membuat dan mend 

- Pekerjaan. 

. Tim/tenaga ahli sebi 

. dilakukan setelah be 

. Konsultansi yang bersa 

Ao Penyedia Barang/Jasa ' 

“ Penyedia . Barang/Jas 

| Barang/ Jasa wajib me 

.1) memenuhi ketenti 

' 2) memiliki keahlian, 

.38) memperoleh paling 

. 1 4) ketentuan sebagai 

' Perintah Membayar 

kewenangan untuk: 

1) melakukan: . pemer 

00012 

kta Integritas: dan pa 

bagai Pejabat Penandatangan Surat 

(PPSPM) atau Bendahara. | to 

L Panitia/Pejabat . Penerima Hasil . Pekerjaan sebagaimana 0 

d, mempunyai: tugas : pokok dan 
, 

Iksaan hasil pekerjaan | Pengadaan 

' Barang/Jasa sesusdi dengan ketentuan yang tercantum i 

dalam Kontrak: 

pemeriksaan/ pengujian: 

Hasil Pekerjaan. 

.2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 
i 

ndatangani Berita Acara Serah Terima   Dalam hal pemeriksa 

“teknis khusus, dapa 

O. membantu pelaksana 

ditetapkan oleh PA/KPf 

pekerjaan sebagaiman: 

untuk menj alankan 

B arang /Jasa memerlukan f keahlian . 

dibentuk tim/tenaga ahli untuk 

tugas Panitia/ Pejabat Penerima Hasil i 

agaimana . dimaksud pada huruf f, 

$ 
. Dalam. hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan 

4 dimaksud pada huruf e angka 1), 

rkoordinasi dengan Pengguna. Jasa 

ngkutan. 

a dalam pelaksanaan : ! Pengadaan 

menuhi persyaratan sebagai berikut: ' 

ian peraturan perundang-undangan 

kegiatan / usaha, : 

: manajerial untuk menyediakan Barang/ Jasa, 

Penyedia Barang/J 

tahun terakhir bai 
. . swasta, termasuk p 

dikecualikan bagi P 

kurang dari 3 tiga) 

kurang ' 1 (satu) pekerjaan sebagai 

asa dalam kurun waktu 4 (empat) 

k di lingkungan pemerintah maupun 

engalaman subkontrak, : Ta 

mana dimaksud pada: angka 3), 

enyedia Barang/Jasa yang baru berdiri 

tahun,   3 
5 

pengalaman, kemampuan teknis dan oi



PN » 
fasilitas lain yang iperlukan dalam Pengadaan Barang/ IN 

nm 
| untuk Usaha Mikro) i 

kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk 

(00 kecuali untuk Pengadaan Barang dan J asa Konsultansi, 

| kegiatan usahanya 

. kemitraan tersebut, 

' “usaha non-kecil: . i oi : ) 
memiliki Kemampuan Dasar (KD) antak usaha non:kecil, 

memiliki sumber 

. Jasa: Te 

dalam hal Penye 

  

13 

aya manusia, modal, peralatan dan - | 

ia Barang/Jasa. : 'akan | melakukan KN 

kemitraan, Penyedja Barang/Jasa harus mempunyai 

perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat 
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili 

memiliki kemampuan pada bidang. pekerjaan yang sesuai — 

Usaha Kecil dan koperasi kecil serta . 

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 

tidak sedang. dihentikan dan/atau 

direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan — | 

tidak sedang dalam . menjalani sanksi pidana, yang   dibuktikan dengan urat pernyataan yang ditandatangani 

Penyedia Bararig/Jas as | | 

10) sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib . 

“ Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 
tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan : 

.. bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23. (bila ada. transaksi), 1g 

La PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena... 

Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun 

berjalan, 0 | | na 

11) secara hukum mem unyai kapasitas untuk mengikatkan ) 

diri pada Kontrak: | ) 

12) tidak masuk dalam Daftar Hitam: 

(1. 18)memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau — 

dengan jasa pengiriman, : ee Tn i — 

“14 menandatangani P a Integritas. 

.. Memenuhi : persyaratar lainnya yang ditentukan oleh 

| panitia/pejabat . pengadaan/unit i layanan | 'pengadaan ' . 

| dan/atau oleh Pemerirjtah Daerah berdasarkan: peraturan. ) 

. perundang-undangan, yhitu bagi penyedia barang/j jasa yang : Tg 

telah dinyatakan | sebagai ' pemenang: salah satu . ' 

 



t 

— kegiatan /proyek harus 

Menanam. 

  

4 

menyediakan minimal 10 buah pohon 
ipada saat penandatanganan kontrak sebagai bentuk turut... 

menyukseskan - Program Pemerintah 0 yaitu i Indonesia



.PEMAKETAN PEKERJAAN DAI 
BARANG/JASA 

Dengan mempertimbangkan j 

kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/j jasa | 0 

' SKPD 

Barang/Jasa, terlebih dahulu hal 

. yang ada, Kepala | ber 

dan metode pemilihan penyedid 

“kepada Peraturan Presiden Nom 

Pengadaan Barang /Jasa Pemerir 

| kedua kalinya dengan Peraturan P' 

| Pemaketan “dan Penetapan 

aa mempertimbangkan hal-hal sebag 

1. Pemaketan Pekerjaan dan P 

: Barang/Jasa ditetapkan deng 

| Keputusan. Kepala SKPD 

Penetapan Metode Pemilihan 

Hukum Setda Kabupaten Go1 

Salinan Keputusan Kepala SI 

penetapan metode pemiliha 

0 Bagian “Pembangunan dan 

-. Hukum Setda Kabupaten Gol 

0 Kepala SKPD selaku Pengguna A 

1.. memecah pengadaan barang/ 

maksud untuk menghindari pe 

menyatukan atau memusatka 

beberapa desa/kelurahan yan 
' efisiensinya seharusnya dilaku 

menyatukan / menggabung bel 

sifat pekerjaan dan besaran 

usaha k 
dilaksanakan oleh usaha meng 

kecil setempat 

menentukan kriteria, persyaf 

| diskriminatif dan pertimbangaj 

| PENETAPAN METODE PEMILIHAN ' 

enis, sifat dan nilai barang/i jasa. serta 0 

sama dengan. Panitia | Pengadaan 

L barang/j jasa dengan berpedoman : 

r 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
tah sebagaimana telah diubah untuk 

residen Nomor 70 tahun 2012. 

: 

Metode pengadaan 1 fling/Jama ia 

ai berikut : 

an Keputusan Kepala SKPD: ) 

tentang Pemaketan Pekerjaan dan . 

rontalo, 

KPD tentang pemaketan pekerjaan. dan 

n baransg/j jasa disampaikan kepada 

rontalo. 2 

nggaran/ Barang, dilarang: ' 

'jasa menjadi beberapa paket dengan : 

lelangan, 6 

in beberapa kegiatan yang tersebar di: 

kan di desa/kelurahan masing-masing : : . 

serapa paket pekerjaan yang menurut. : 

nilainya seharusnya dilakukan oleh 

' menjadi satu paket pekerjaan. untuk 

ngah, Pa 
latan atau prosedur pengadaan yang 

1 yang tidak objektif. | i   

rus menetapkan: pemaketan pekerjaan”: i 

enetapan Metode Pemilihan Penyedia. Tg 

Barang/Jasa diverifikasi oleh Bagian | ) 

Pengendalian Program. dan Bagian 0 

g menurut sifat pekerjaan. dan. tingkat. .
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. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang | Tn - 0 : 1 
H2, 

“» 

Nan 

— kompleks yang nilainya jampai dengan. nilai Rp200. 000.000,00 2 

» 

Pada prinsipnya pengaddan menggunakan. metode : Peldangan | KN 

'. 

. Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak Na 

ULP/ Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan ' Penunjukan | 

kumen juntuk : Penunjukan. Langsung 

kualifikasi untuk Penunjukan : Langsung dilakukan 

Pelelangan : ea 

1) ULP memilih metode pemilihan penyedias |. 
Untuk pengadaan barang yang dilakukan melalui pelelangan i 

metode pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: i ) or 

i .@) Pelelangan Umum, dan 0 

-g b) Pelelangan Sederhana. 
) 5 

. Umum. 

2 

) (dua ratus juta rupiah). : 

“ Penunjukan Langsung 

1) 

ag Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan Peraturan Presiden i ini. 

Metode penyampaian do 

adalah 1 (satu) sampul. 

3) Evaluasi 

dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan 

negosiasi harga. — NN | telan 

Pengadaan Langsung 

Pengadaan Langsung dapat dilakukan a terhadap pengadaan barang . ) 

yang bernilai sampai den gan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta. ) 
— rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: : : 

0 a) merupakan kebutuhan 

. b) teknologi sederhana, 

— €) risiko kecil, dan/atau 

3 

. : Kontes 

1) 

o 5 

Kontes dilakukan untuk pt 

“aa. tidak mempunyai harg 

bperasional Pemerintah Daerah: 

Ka 

d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau 

| badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. ) 

Pengadaan Langsung dil laksanakan berdasarkan harga yang . 

berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi. 

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1. (catu) orang Pejabat . 0 

Pengadaan. 

bb. tidak dapat ditetapkan 

Metode penyampaian doltu 
3 

po . 

: t 

agadaen yang memiliki karakteristik: 

a pasar, dan | NN | 

berdasarkan harga satuan: . 

umen untuk Kontes adalah 1 (satu)  



e
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“a. 

2. Pemilihan Sistem Pengadaan Kor 

Pelelangan 

“3 

3 : Umum. 

4) 

3 

1) 

3). 

dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis 2 

paha sampul. 
3 

ag “ULP memilih metode pemil| 

2). Untuk Pengadaan yang 4 

i pemilihan dibedakan menj 

hj Pelelangan Terbatas, da 

'c) Pemilihan Langsung. 

. Pada prinsipnya - pengada 

  

y ) 

Evaluasi administrasi dilakukan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan ' 

—. evaluasi teknis dilakukan 6leh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi 

: nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen | 

Kontes. 

a) Pelelangan Umum, 

| | 

to. 

Istruksi 

ihan penyedia. | T 1 ag 

jadi 3 (tiga), yaitu: Ta 

lan menggunakan metode : Pelelangan . 

Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan : : 

jumlah penyedia yang mj 

dan Pekerjaan kompleks. 

Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan ag 

Presiden i ini. 

— b) teknologi sederhana, | 

0 o) risiko kecil, dan/ atau 

' Metode penyampaian do 

adalah 1 (satu) sampul. 

Evaluasi kualifikasi unt 

dan negosiasi harga. 

“. Pengadaan Langsung 
: » 

Pengadaan Langsung dap 

bernilai sampai. dengan 

rupiah) dengan ketentuan! 

—a) merupakan kebutuhar 

. ! 

1 

| 

) . kompleks d| 

“Rp 5.000.000.000,00 (lim4 milyard rupiah).- 
Penunjukan Langsung : 0 

ampu melaksanakan diyakini terbatas 

Pemilihan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan yang 

| tidak an bernilai sampai . - dengan 

« 
i 
5 

2 

'ULP/Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan Penunjukan 

kumen untuk Penunjukan Langsung 

uk : Penunjukan : Langsung dilakukan 

at dilakukan terhadap Pengadaan yang . 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta ) 

sebagai berikut: n ) 

operasional Pemerintah Daerah: 

t 
: 
1 
j 
: 
i   

lilakukan ' melalui pelelangan, metode )
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3. Pemilihan Sistem Pengadaan Jasa 

Seleksi 
: ui 1 

) : » 

a. 

2. d). dilaksanakan oleh pe 

2) 

3) 

' sederhana dan bernilai s 

Penunjukan Langsung 

ULP/Pejabat Pengadaan ni 

' Langsung sesuai kriterid 

1) 

2) 

0 adalah 1 (satu) sampul. 

3 
1 . dengan sistem gugur da 

Ia negosiasi teknis dan harga! 

2. Pengadaan Langsung 

: 1) 

— a) merupakan kebutuha 

Pengadaan Langsung dil 

. berlaku di pasar kepada p 

| Untuk pengadaan yang 

c...) Seleksi Umum, | 

ag | b) Seleksi Sederhana. 

. i 4) Seleksi Sederhana dapat di 

' Evaluasi 

“b) bernilai setinggi-tinggi 

aa rupiah). Ka - 

Pengadaan Langsung di. 

- berlaku di pasar kepada 

1 dengan kebutuhan seperti 

218 

nyedia i orang perseorangan dan/4 atau 

- badan Usaha Mikro dah Usaha Kecil serta koperasi kecil. 

aksanakan “berdasarkan harga yang 

enyedia yang memenuhi kualifikasi. 

Pengadaan Langsung dilaksanakan : oleh 1 (satu) orang Pejabat — 

Pengadaan. 
| 
: 

Konsultasi 
# 
l 

ULP memilih metoda pemilihan penyedia. oi d 0 

pemilihannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

ratus juta rupiah). 

Presiden ini. 

Metode penyampaian do 

kualifikasi unt 

Pengadaan Langsung da 

Penyedia Jasa Konsultani 

berikut: 

dan/ atau 

| 
: 
i 

dilakukan melalui seleksi, 
: 
i 
" 

| 
i 

Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Seleksi Umum. 

gunakan untuk pengadaan yang bersifat 

ampai dengan Rp200.000.000,00 (dua 

hemilih sistem pengadaan Penunjukan 

1 yang ditetapkan. dalam Peraturan 

kumen untuk Penunjukan Langsung - 

ik Penunjukan “Langsung dilakukan 

hn dilanjutkan dengan klarifikasi dan 

iIpat dilakukan terhadap : pengadaan | 

si yang memiliki karakteristik sebagai 

n operasional Pemerintah Daerah: . 
- 

ya RP50.000.000,00 lima. puluh juta 

aksanakan. berdasarkan harga. yang 

Penyedia Jasa Konsultansi .yang sesuai 

ercantum dalam Kerangka / Acuan Kerja. 

i 
i   8 

metode pa



.
 

1 |. sesuai dengan jenis pekerjaan 

. yang merupakan rencana keuanga 

dan disetujui bersama oleh Pen 

) pengumuman ini telah “difasilita! 

“alamat PA/KPA, paket pekerjaan, 

' biaya pekerjaan, diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional sehingga 

La memperoleh informasi Paket pekerj 

. hanya ' dengan “mengakses 

“di www.inaproc.Ikpp. go.id. 

. SWAKELOLA 
1. Umum “ 

—b. Pekerjaan yang dapat dilakuk 

Bag 

) 3 Pengadaan Langsung dilaksanakan ) oleh 1 (satu) Pejabat TN 

) Pengadaan. 

d. | Sayembara 

| Dalam hal Sayembara se 

Presiden Nomor 54 Tahun 

dan menetapkan sistem yang terdiri dari metode penyampaian pa 

- dokumen 1 (satu) sampul, 

pa 
gn. 

2010, ULP/Pejabat Pengadaan memilih 0 

) . terhadap kriteria yang telah ditetapkan dan jenis kontrak yang dipilih . 

. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) 

yang disayembarakan. 5 0 ' 

| 
—. PA/KPA menyusun/menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan 2 

mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat luas setelah APBD 

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP 

SKPD dilakukan .oleh masing-mas 

PA/KPA. | 

RUP SKPD yang paling kuran 

n tahuran Pemerintah Daerah dibahas i 

herintah Daerah dan DPRD. Adapun 

si melalui Aplikasi Sistem Informasi 

ing Admin RUP yang ditetapkan oleh ) 

1g berisi informasi mengenai nama dan 

lokasi pekerjaan dan perkiraan besaran :   
masyarakat Iuas termasuk penye 

NP Swakelola. “merupakan kegia 

dia barang/j jasa dapat dengan mudah .. 

aan yang akan dilaksanakan oleh SKPD 

situs Portal Pengadaan : Nasional ag 

. pekerjaannya direncanakan, ( dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh 0 

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 
1 

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. — !. 

“1 pekerjaan: yang bertuju 

dan/ atau , memanfaatkah 

an dengan swakelola meliputi: 

an untuk. meningkatkan "kemampuan 

“kemampuan. teknis sumber daya . 

| manusia serta sesuai : engan. tugas dan fungsi Pemerintah 0 

Daerah,   

bagaimana dimaksud dalam Peraturan . 

evaluasi dengan : memberi nilai/ skor . 

), di mana penginputan data RUP setiap aa 

tan Pengadaan Barang/Jasa di mana
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| - 0000001, Pelaksana swakelola diawasi 

B2 

| 5 2. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada 

' Kelompok Masyarakat 

melaksanakan pekerjaan, 

3. Pengadaan pekerjaan 

rehabilitasi, renovasi dan 

4. Kontruksi bangunan b 

K/L/D/I penanggung 

— diserahkan. kepada ke ompok | masyarakat 

| peraturan perundang-un 

Pelaksana Swakelola yang mampu 

konstruksi hanya “anne ' berbentuk   onstruksi sederhana, 3 | 

yang tidak sederhana, dibangun oleh 

awab anggaran untuk | selanjutnya 

. | 
gan, . : | 

5. Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang | 

idan tenaga ahli yang diperlukan : dilakukan oleh kelompok. 

1 Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip- 

“prinsip” pengadaan dan 

| dalam Peraturan Presiden 

etika pengadaan sebagaimana diatur 
t 

“.. . | 
111, : ' i 

6.: Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat pelaksana 

' Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai . 

berikut: 

a) 4016 (empat puluh 

Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola aa 

| 
« 

perseratus) dari keseluruhan dan 

telah siap melaksanakan Swakelola: : KN . | 

b) 30x (tiga puluh perse 

i h apabila pekerjaan tela 

dan 

c) "804 (tiga butuh perse 

i . apabila pekerjaan 

perseratus). 

7. Pencapaian kemajuan 1 

| dikeluarkan, dilaporkan 

Swakelola secara berkala 

8. Pengawasan pelaksanaar 

ag Masyarakat pelaksana Sw 

9. Pertanggungjawaban pek 

. kepada K/L/D/I pembe 

perundang-undangan. : 
: 

. i 

m. Pelaporan, Pengawasan dan Per 

oleh Kelompok Masyarakat PI 
| 
: 
: 
! 

ratus) dari keseluruhan dana Swakelola, 

h mencapai 30 (tiga puluh perseratus), 

ratus) dari keseluruhan dana Swakelola, ) 

telah mencapai ' 606 (enam. puluh 

oleh kelompok Masyarakat Pelaksana 

kepada PPK, - a |. : 

1 pekerjaan dilakukan oleh Kelompok - 

akelola, dan”. - | : 

rjaan/ kegiatan pengadaan disampaikan : 

ri dana Swakelola sesuai ketentuan 

. 
. 

! 

Langgungjawaban Swakelola ag 

oleh Penanggung Jawab Anggaran 3 atau . i 

laksana Swakelola. : ' 
ag po   

sesuai dengan ...: 

bekerjaan dan dana swakelola yang pe



AN
 

2. 

3, 

4. APIP pada K/L/D/I Penangg 

. terhadap pelaksanaan Swakel 

D. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENY 

1. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Tang 2 a. 

. 1» rencana kerja dan angga 

5 2) Daftar 

| 1) website Pemerintah Daer 

2) papan pengumuman resr 

—. mampu. 

peredaran luas. 

. Dalam hal ULP akan melaku 

, Pelaksanaan Pelelangan/S 

| dengan mengumumkan sec: 

) 3) Portal Pengadaan Nasionj 

1) website Pemerintah Daer 

.. Dalam hal pengumuman Uu 

berdasarkan daftar surat kl 

Kemajuan pelaksana: pekerj 

pelaksana lapangan / pelaksar 

Laporan kemajuan realisasi 

bulan secara berjenjang ole 

PA/KPA. ag 

25 

aan dan penggunaan . dilaporkan oleh 

ja Swakelola kepada PPK secara berkala. 

fisik dan keuangan dilaporkan setiap 

h Pelaksana Swakelola sampai kepada 

ung Jawab Anggaran melakukan audit n 

ola. “ 
1 .   

luas kepada masyarakat pad 

“oleh DPR/DPRD: atau 

Pelaks 

: Pelaksanaan Anggaran (D 

“Isian 

kerja dan anggaran Pemerin 

DIPA/DPA belum disahka 

mencantumkan kondisi DIP. 

secara terbuka dengan meng 

2) papan pengumuman resr 

mencantumkan nama calor 

Dalam hal Pemerintah Dag 

mengumumkan Pengadaar 

: 
oi 

i 
| 

| 

DIA BARANG/JASA 0 | 
. 

ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan. Barang/Jasa secara 
kt: : 

5 . 

t 

asaat: . 

ran Pemerintah Daerah telah disetujui i 

| DIPA Dokumen 

PA) telah disahkan. . 1 : 0 

kan Pelelangan / Seleksi setelah rencana 

tah Daerah disetujui DPR/DPRD tetapi 

in, pengumuman dilakukan dengan 

A/DPA belum disahkan. po 
eleksi 

anaan . Anggaran 

diumumkan secara terbuka i 

ira luas sekurang-kurangnya melalui: ) 
en: Tn ) r : 

ni untuk masyarakat dan | . 

al melalui LPSE. 

, Pengumuman: atas penetapan Penyedia Barang/ Jasa diumumkan 0 : 

gumumkan secara luas pada: ai 

ah: dan 0 

ni untuk masyarakat. . 1 

ntuk Pelelangan Terbatas, ULP harus | 

| Penyedia Barang/Jasa yang dianggap | 

' 

rah menggunakan surat kabar untuk 

| Barang/Jasa, : pemilihannya harus...   : 

ibar yang beroplah. besar dan memiliki f ' )



TN
 

Ta 

. Penilaian Kualifikasi 

.a. 

, Pendaftaran dan Pengambilan 

'@&. 

| digunakan oleh ULP. 

4. Pemberian Penjelasan 0 

a. 

- Kabupaten/Kota. 

. Pemerintah Daerah dilarang 

Penyedia Barang/ Jasa y 

Penyedia Barang/Jasa, me 

. Penyedia Barang/Jasa m 

" Pejabat Pengadaan mengada 

. ULP/Pejabat Pengadaan d4 

dengan cara melakukan peni 

. Pemberian penjelasan har 

. Pengadaan dan minimal 1 (s 

. ULP memberikan salinan E 

Adendum Dokumen Pengad 

menghadiri atau tidak meng 

. Apabila ' tidak ada peser 

La menandatangani Berita Aca 

Dalam proses 

Pengadaan tidak boleh m 

prakuali 

26 

ULP/ Pejabat 

larang, menghambat dan' membatasi ' : p 

fikasi/ pascakualifikasi, 

keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/ 

Penyedia Barang/Jasa men 

bo 
op 

$ : 

andatangani surat pernyataan di atas: . 

meterai yang. menyatakan bahwa semua : informasi . yang 

berlaku untuk pengadaan 

“ 

Seleksi/ Pemilihan Langsung 

disampaikan dalam formulir i isian kualifikasi adalah benar. 

melakukan prakualifikasi massal yang. 

dalam kurun waktu tertentu dengan 

- menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya. 
d 

: a 

okumen Gt Oa 

g berminat mengikuti pemilihan 

ndaftar untuk mengikuti Pelelangan/ 

kepadaULP. : 
. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa | 

melalui Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung diundang i 

oleh ULP/ Pejabat Pengadaan. 

ULP/ Pejabat Pengadaan a 

Untuk . memperjelas Doku 

Pemberian Penjelasan yar 

: 

bngambil dokumen “pengadaan dari 

tau mengunduh. dari website yang 

,. 

oi 

men Pengadaan Barang/Jasa, ULP/. 

kan pemberian penjelasan. | ) 

ipat memberikan penjelasan lanjutan 

Injauan lapangan. 1 | | 

us dituangkan dalam ' Berita Acara 

1g ditandatangani oleh ULP/ Pejabat 

atu) wakil dari peserta yang hadir. 0 

erita Acara Pemberian Penjelasan dan #. 

san “kepada seluruh peserta, “baik yang . 

hadiri pemberian penjelasan. | 

la yang hadir atau yang bersedia. 

' Acara Pemberian Penjelasan. cukup ditandatangani oleh anggota 

ULP yang hadir. . ) | 
i 

h 

| 
! 
1 

I 
| 
f   ra Pemberian Penjelasan, maka Berita —
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ng 1) ULP menyampaikan ke 

-. 2) Jika PA/KPA . . sependa 

| 3) Jika PA/KPA sependap: 

0. dijadikan dasar untuk meno 

. Pemasukan Dokumen Penawar: 

A. 

. Evaluasi Penawaran. 

a. 

—. Dokumen Pengadaan. 

h Barang/J Jasa dilarang melakt 

. Penetapan dan » pengumuman P 

a. ULP/ Pejabat : Pengadaan 

Perubahan orancangan K 

..Dokumen Penawaran yang 

'pemasukan penawaran tid 

.. Pengadaan. 

penawaran. 

dan/atau gambar dan/atd 

persetujuan PPK sebelum | 

Pengadaan. 0 

Dalam hal PPK tidak meny 

dimaksud pada huruf f, mal 

diputuskan, 

perubahan, atau 

perubahan dan bersifat 

bntrak dan/ atau. spesifikasi teknis 

Iu nilai total HPS, harus mendapat 

Jituangkan dalam Adendum Dokumen 0 

etujui: usulan bihan Sebagaimana 

kas” Tn i po 0 i 

beratan PPK kepada PA/ KPA wituk 

pat dengan ) PPK, | dak | dilakukan . 
: . : 

0. 
at dengan ULP, PA/ KPA memutuskan " 

final, serta memerintahkan ULP untuk 

membuat dan mengesahkan A Adendum Dokumen Pengadaan. 

Ketidakhadiran peserta pada 

Penyedia Barang/Jasa men 

jangka waktu dan sesuai 

dalam Dokumen Pemilihan. 

Penyedia Barang/Jasa daj 

mengganti Dokumen Penaw 

Dalam melakukan evaluasi 

harus berpedoman pada tat 

Dalam evaluasi penawaran, 

| 

! 

Barang/ Jasa. 
i 
$ 

$ 
“ot 

| 
t 

$ 

, 

saat pemberian penjelasan tidak dapat : 

lak/ menggugurkan p penawaran. 

an i 

hasukkan Dokumen Penawaran dalam 

persyaratan sebagaimana ditetapkan 

disampaikan melampaui batas akhir 

ak dapat diterima oleh ULP/ Pejabat 
| 
t 
! 

bat mengubah, menambah: dan/atau 

aran sebelum batas akhir, pemasukan. 

| 
hh 

| 
| 
i 
! 

penawaran, ULP/ Pejabat Pengadaan | 

'a cara/kriteria yang ditetapkan dalam 

ULP/ Pejabat pengadaan dan Penyedia 

ikan tindakan post bidding. 
po. 

bmenang 

h 
| 

menetapkan -hasil pemilihan - Penyedia 

| 
t 
| 
: 

:  



b. ULP/ Pejabat Pengadaan. mg 

8. Sanggahan 

. 

penawaran yang merasa d 

sanggahan secara tertulis apabila menemukan: : 

0 2) adanya rekayasa yang 

: setelah pengumuman pemer 

'1) penyimpangan ' terhadap 

3) adanya penyalahgunaan 

. Surat sanggahan disampail 

. Kelompok Kerja ULP wajib m 

| sanggahan 

Pelelangan /Seleksi Sederha 

.surat sanggahan diterima. 

, Penyedia Barang/Jasa yang 

| dari Kelompok Kerja ULP € 

kepada Kepala Daerah a 

penugasan untuk menjawa 

'Umum/ Pelelangan Terbatas, 

| Langsung setelah diterimany 

. Peserta yang mengajukan |. 

' Barang / Jasa setelah dite 

Daerah dan papan pengumuman resmi. 

Peserta pemilihan yang m 

bersama-sama dengan peserta 

ngumumkan hasil pemilihan Penyedia 0 

tapkan melalui website Pemerintah ' 

  
Irugikan, baik secara sendiri maupun 

lainnya dapat mengaj jukan 

dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam i 

Dokumen Pengadaan Bar 

yang tidak sehat: dan/at 

yang berwenang lainnya. 

ditembuskan. kepada PPK, 

bersangkutan i paling lan 

Pelelangan/ Seleksi Sederhar 

untuk Pelelangan/Seleksi U 

paling lambi 

Pelelangan/ Seleksi Umum p 

(lima) hari kerja 

untuk Pelelangan | Sedi 

Jaminan Sanggahan Bandi 

, 

ang/Jasa, | | So | 

mengakibatkan terjadinya persaingan 

wewenang : oleh ULP dan/ atau Pejabat 

: ga 

kan kepada Kelompok Kerja ULP dan 

PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang : 

nbat 3 (tiga) 

ya dan Pemilihan Langsung, sedangkan : 

hari kerja . untuk 

mum paling lambat 5 (lima) hari kerja 

ang. - | 

remberikan jawaban tertulis atas semua. . 

at - (tiga) 'hari kerja | untuk 

na dan: Pemilihan, sedangkan untuk : 

aling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

tidak puas dengan jawaban sanggahan | . | 

lapat mengajukan 'sanggahan banding : 

tau kepada Pejabat yang: menerima . 

b sanggahan banding paling lambat : 9 2 

untuk — Pelelangan UmuM/ Seleksi 

dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

srhana / Seleksi 

'a jawaban sanggahan. | 

anggahan banding wajib menyerahkan 

ng yang berlaku 15 (lima | belas) hari 

| kaja sejak pengajuan. Singgahan Banding untuk. Pelelangan 0 

1   

emasukkan dokumen. kualifikasi atau 0 

ketentuan dan prosedur yang diatur : . 

 Sederhana/ Pemilihan 0



“$
 

ga 

: ag kepada penyanggah 

La Sederhana/ Pemilihan Langsi 

La memerintahkan 

. Pemilihan € Gagal 
aa. 

penyelesaian sanggahan bani 

hari kerja untuk 

. Kepala Daerah dapat menugi 

| memerintahkan . agar . UL 

| Barang/Jasa. i 

untuk “Pelelangan . Sede 

Langsung. 

Jaminan . Sanggahan Band 
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! 

'Umum/ Seleksi Umum /Pelelangan Terbatas, dan 5 ima) hari kerja 2 

rhana / Seleksi. 
& 
t 
h 
F t- 

ing ditetapkan sebesar. 1/100 (satu 

perseratus) dari nilai total BPS. : pi : 

Sanggahan Banding menghehtikan proses Pelelangan / Seleksi. 

LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk . — 

i kerja setelah surat 

Feiilangan Umum / Seleksi U 

.. Dalam hal sanggahan bandi 

melakukan evaluasi ulang at 

menjawab Sanggahan Bandiz 

Penugasan dimaksud pada h 

dimaksud merangkap sebag 

kegiatan yang disanggah. 

-Dalam hal “sanggahan band 

Kelompok Kerja 

ding atas permintaan Kepala Daerah. 

. Kepala: Daerah memberikin jawaban atas: semua sanggahan 2g 

mum (Pelelangan Terbatas Serta 5 (lima) : 

Pelelangan .. . Sederhana/Seleksi 

ing. — Sta 
ing dinyatakan benar, : Kepala Daerah — 

ULP/ Pejabat 

au Pengadaan Barang/J asa ulang. 

askan Sekretaris Daerah atau PA untuk | 

1g. : : : 

uruf k tidak berlaku, dalam hal Pejabat 

ing dinyatakan salah, Kepala Daerah . 

i 
Ia 

t . 

| 
..Dalam. hal sanggahan banding : dinyatakan benar, Jaminan. i 

Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. | ) ' 

. Dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan : Umum/ Seleksi ) 

dinyatakan salah, “Jaminan Sanggahan: Banding dicairkan dan : 

' Kelompok: Kerja ULP menya 

gagal apabila: : Ke | 

1) jumlah peserta yang. 

prakualifikasi kurang 
| 

Pelelangan Terbatas, | 

Tn 
' 

i 

disetorkan ke kas Negara/ Daerah, kecuali jawaban ' Sanggahan ' ' 

| Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding. 

alakan Pelelangan/Pemilihan Langsung ) 

| 
Tulus kualifikasi pada . proses 

dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada .   : 

f 

: 

| 
| 
i 

:  Sederhana/Pemilihan ) 

banding paling lambat 15 (lima belas) Da 

sanggahan banding diterima untuk. 0 

| Pengadaan. NN 

ai PPK atau Kepala ULP untuk. paket. 

P melanjutkan proses | Pengadaan



30 

2) jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran untuk “ 

Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang Lo 

dari 3 (tiga) peserta, kechali pada Pelelangan Terbatas, | | i 
3) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata 

benar, — po 
4) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, Tg 

“ 5) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi 

persaingan tidak sehat, : : Pe : ) | i ) 

) 6) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Hirea : 

' Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan 

lebih tinggi dari HPS: ni i 
| 7 seluruh harga penawarin yang masuk Untuk Kontrak Lump 

“Sum di atas HPS: Masa | . 

2 8) sanggahan hasil Pelelangan/ Pemilihan Langsung dari peserta 

ternyata benar, Mb | ta 

0 9) calon: pemenang dan calon pemenang cadangan 1 “dan 2, 0 

. setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam : 

klarifikasi dan/ atau pembuktian kualifikasi. . ) 

10)pada metode dua tahap seluruh penawaran harga : yang masuk 0 

melebihi nilai total HPS Atau setelah dilakukan negosiasi harga . 

“seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga 

| sehingga tidak melebihi nilaitotal HPS. | : 
. Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal apabila: ) 

22 1) peserta yang lulus kualifikasi pada proses. prakualifikasi 

| kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 

(tiga) untuk Seleksi Sederhana: . 0 | 

' 2) Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen | ' Penawaran 

kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya | belum pernah dilakukan Ha 

prakualifikasi ulang: : : na . 

3 sanggahan dari peserta yang memasukkan ' Dokumen 

Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar: . 

4) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan i dalam 

evaluasi penawaran, : 0 : 0 0 Na 
5 5) dalam evaluasi. penawat: an. ditemukan bukti/indikasi terjadi 

persaingan tidak sehat, | | : Ta Ta i . Oa | : Ga 

6) calon pemenang dan calbn pemenang cadangan 1 dan 2 tidak 

Ta hadir dalam klarifikasi da negosiasi dengan alasan yang tidak 

dapat diterima: . | : : : : 

. 
l  



7) tidak ada peserta yang r 

Tn teknis dan biaya 

 Selek 

. penawaran terhadap has! 

8) sanggahan hasil 

9) penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, -.. 

Kontrak gabungan Lumy 

dari Pagu Anggaran kecu 

kualitas, . ) 

41 Oseluruh: penawaran biay 

Sum di atas Pagu Anggar 

| 11)seluruh peserta yang md 

i hadir dalam pembuktian 

. PA / KPA menyatakan Pel 

. gagal apabila: 

1) PA/KPA 

menandatangani 

sependapat & 

SPPBJ 

Pemilihan Langsung tidal 

5 

Br 

7 

' melanggar Peraturan Pres 

. PA/KPA/PPK/ULP dilarang 
| Pelelangan / Seleksi/ Pemiliha 

atau Pelelangan / Seleksi / Per 

e. Menteri/Pimpinan Lembar 

Pelelangan / Seleksi 1/ Pemilihs 

an. 

lengan PPK yang . 

. 31. 

henyetujui/menyepakati hasil negosiasi . 
ii 

t- | 

| 
si dari peserta yang : .memasukkan Ng 

II seleksi dari peserta ternyata benar, 

9 Sum dan Harga Satuan' lebih tinggi 

ali yang menggunakan metode evaluasi 

ya yang masuk untuk Kontrak Lump. - 

suk sebagai calon daftar pendek tidak 0 

kualifikasi. | . 

clangan /Seleksi/ Pemilihan. Langsung . 

“ | bersedia . 

karena proses Pelelangan/Seleksi/ ' 

K sesuai dengan Peraturan Presiden ini, ) 

  

2) pengaduan masyarakat hdanya dugaan KKN yang melibatkan 0 

ULP dan/atau PPK ternyata benar: : 0 ) 

3) dugaan KKN dan/ atau (pelanggaran persaingan bat dalam 

0 pelaksanaan — Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan ) Langsung . 

Tn dinyatakan benar oleh pihak berwenang: 5 aa 
| 4) sanggahan dari peserta! yang memasukkan penawaran atas 

kesalahan prosedur yang tercantum. dalam' Dokumen . 

Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, . | n | ag ) 

Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan: Presiden 

Nomor 54 Tahun Tahun 2010, | 

pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung “tidak 

“sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan: ' P 

calon pemenang dan dalon pemenang cadangan 1 dan 2 

mengundurkan diri: atau!” kn Na . | 

- 8) pelaksanaan — Pelelarigan/Seleksi/Pemilihan : Langsung : 

iden ini. ' 0 . 

memberikan ganti rugi kepada peserta 

n Langsung bila penawarannya ditolak - 

nilihan Langsung dinyatakan gagal. . 

Institusi ' a/ Pimpinan : 1 Inenyatakan' — 

n Langsung gagal apabila: : ) 

t  



. 1) sanggahan banding dari peserta ternyata benar, atau 

2) pengaduan masyarakat 'adanya dugaan KKN yang melibatkan 

KPA ternyata benar.. aah 2 0 

Kepala Daerah menyatakan ) “petetangan/Seleksi/ pera 

Langsung gagal apabila: ) an |: i : 
) 1) sanggahan banding dari peserta ternyata benar, atau f | 

2) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan 2 

PA dan/atau KPA ternyata benar. | | Oa 

. Dalam hal Pelelangan /Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan . 

) gagal, maka ULP segera melakukan: | i 

1) evaluasi ulang, ) | | | 

| 2 penyampaian ulang Dokimen Penawaran: f i | 

“3 Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang, atau ) 

4 Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung. 

. Dalam hal Pelelangan/ Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa   yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua). . peserta, proses 

an Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan. 2 | 

  

Dalam hal Pelelangan /Seleksi/ pemilihan Langsung ulang jumlah 0 

Penyedia Barang/ Jasa yangimemasukkan penawaran hanya 2 (dua) : 

“peserta, - proses Pele ngan/Seleksi/ Pemilihan | Langsung “ 

dilanjutkan. : 

Dalam hal Pelelangan/ Sele si ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa 

  

   
yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi — 

— ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. | | | 

, Dalam hal Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung: ulang jumlah | 

0. hasil pekerjaan tidak da at ditunda: | : 

Na menyangkut kepentinga /keselamatan masyarakat: dan | ) 

.€. tidak cukup . wakt | untuk melaksanakan “proses 1. 

Tn Pelelangan/ Seleksi/ Per lihan Langsung dan betksanaan 

pekerjaan. 1 
$ 
t 
£ 

po. 
2 

t 
t 

$



P3 

m. Dalam "hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, 

sebagaimana dimaksud angka 9 a. angka 10), berdasarkan hasil: 

. evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai ) 

Tg spesifikasi teknis dan/atau 

i pelelangan ulang, 

10. Penunjukan Penyedia Barang/. 

.a. PPK menerbitkan SPPBJ deni 

| 3) masa sanggah dan/atau r 

. Dalam hal Penyedia Barar 
| mengundurkan diri . .dan 1 

. pengunduran: diri “ tersebut 

“alasan yang dapat diterima s 

. Pengunduran diri sebagaima 

| dengan ketentuan bahwa j 

diterima dan masa penawara 

1) Jaminan . Penawaran B 

2) Penyedia Barang / Jasa dil 

..Dalam hal tidak terdapat 

lingkup pekerjaan. 

1) tidak ada sanggahan dari 

2) sanggahan dan/atau san 

atau. 

total HPS, perubahan spesif Ikasi teknis dan/atau perubahan ruang 
: . l . . 

t 
! 

. Dalam hal Pelelangan (Umum Metode Dua Tahap gagal an 

: sebagaimana dimaksud pada huruf m, terdapat perubahan nilai 

total “HPS tetapi tidak t 

dan/ atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung 
| 

- dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang. 1 

. Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal 

— sebagaimana dimaksud pada huruf m, terdapat perubahan 

ruang lingkup pekerjaan, dilakukan 

jasa -   gan ketentuan: | 

peserta: : 

egahan banding 1 terbukti tidak benar, 

hasa sanggah banding berakhir. 

8/Jasa yang telah menerima SPPBJ . 

masa penawarannya masih berlaku, 

hanya dapat dilakukan berdasarkan 

ecara obyektif oleh PPK. | 

Ina dimaksud pada huruf b, stnkukan :   
pekerjaan mengundurkan 

. disetorkan pada Kas Nega 

mengikuti kegiatan Pa 

pemerintah selama 2 (dud 

paling lambat 6 (enam) hari 

8 
f 

inan penawaran peserta | lelang yang 2g 

aa bersangkutan dicairkan dan isetorkan pada Kas Negara/ Daerah. ag 

. Dalam hal Penyedia Barang Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana 0 

iri dengan alasan yang. tidak dapat 

nnya masih berlaku, maka: 1 

ang bersangkutan dicairkan dan 

ra/Daerah, dan ) 

kenakan sanksi berupa larangan untuk 

1 

ngadaan Barang/Jasa di instansi 

) tahun. | 

sanggahan, : SPPBJ harus diterbitkan . 

kerja setelah pengumuman penetapan 

  

rdapat perubahan spesifikasi teknis 0 —



( 
- 

211 
"-a 

: pemenang — dan 

paling lambat 2 (dua) hari k 

untuk “Pelelangan Sederha 

sanggahan dijawab, dan segi 

.. Penerbitan SPPBJ untuk Se 

“paling lambat 2 (dua) hari 

menyampaikan Berita Acara 

segera d 

bersangkutan. 

Dalam hal terdapat Sangga 

Sanggahan Banding dijawab, 

pemenang. 

isampaikan kepada pemenang. yang ' 

han Banding, SPPBJ harus diterbitkan 

erja setelah semua sanggahan dan/ atau f 

serta segera disampaikan kepada 

Dalam. hal terdapat. sangghhan tetapi tidak terdapat Sanggahan 

| Banding, SPPBJ harus diter bitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja 

untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja i 

na dan Pemilihan Langsung setelah 

era disampaikan kepada pemenang. | 

leksi Jasa Konsultan harus diterbitkan , ) 

ri kerja setelah Kelompok Kerja ULP 2 

Hasil Seleksi kepada PPK. |. i 

) 0 A 
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/J asa | 

. dalam Akta Pendirian/ Anggd ran Dasar sebagaimana dimaksud pada 1 

. Penandatanganan Kontrak 

setelah DIPA/ DPA ditetapkat . 

. Para pihak menandatangani 

. menyerahkan Jaminan Pelak 

Kontrak. 

.. Pihak yang : berwenang menandatangani 

| Barang/Jasa atas nama Pe 

PPK menyempurnakan ranc: 

untuk ditandatangani. 

. hari kerja terhitung sejak pamannya SPPBJ. 

Penandatanganan Kontrak 

rupiah) dilakukan setelah 

angan Kontrak Pengadaan Barang/. Jasa . 

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

! Lte 3 

kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa 

: 

1 

'engadaan Barang/Jasa yang kompleks 0 
| dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

memperoleh pendapat Ahli Hukum“ 

Kontrak '. Pengadaan   
peraturan peundang-undan 

' disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar 

— Penyedia Barang/Jasa, y g telah didaftarkan sesuai dengan . 

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan 

huruf e, dapat menandatankani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, 

) sepanjang pihak tersebut Halah pengurus/ karyawan (perusahaan | 

yang berstatus sebagai tenag a kerja tetap dan mendapat kuasa atau... 

pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau u pihak yang sah. 

  

(sanaan paling lambat 14 (empat belas) ' 0 

edia Barang/Jasa adalah Direksi yang



. E. PELAKSANAAN KONTRAK 
1. Perubahan Kontrak 

a. 

3 berdasarkan Akta. P 
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa. 

endirian/ Anggaran 0. 

“35 

Dasi | untuk | | 

t
d
 

d
o
.
 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 
2 pelaksanaan, dengan gambar dan/atau. spesifikasi teknis yang . 

) ditentukan . dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia 

Tn Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: 

. 3 mengubah spesifikasi teki 

|. dan besarnya sesuai deng 

a. 

2) menambah dan/atau mer 

P mengubah jadwal pelaksa 

. Pekerj aan 

—- tercantum dalam perjanji. 

: 2) tersedianya anggaran unt 

. Penyedia Barang/Jasa dilara 

. utama berdasarkan kontrak, 

pihak lain, kecuali sebagi: 

. Pelanggaran atas ketentuan 

Perubahan kontrak yang di 

“dalam Kontrak, 

“lapangan, atau 

untuk pekerjaan yang men 

bagian pekerjaan yang mer 

Gabungan Lump Sum dan H4 

tambah 

dilaksanakan dengan ketenti 

1) tidak melebihi 1046 

sebagi: 

(se 

Barang/Jasa spesialis. 

1gurangi jenis pekerjaan, 

1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum - ) 

his pekerjaan sesuai dengan kebutuhan 0 
po 

: th 
naan. : Gi ! 

. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku 

ogunakan. Kontrak Harga Satuan atau | 

'egunakan harga satuan dari Kontrak i 

rga Satuan. La 0 Na Lah 

kimana . dimaksud Sada “huruf a, 

epuluh perseratus). dari harga yang — i 

hn /Kontrak awal, dan . | ) ) 

uk pekerjaan tambah. . 

dengan melakukan subkontrak kepada : 

In pekerjaan utama kepada penyedia 

3 
Ta 

sebagaimana dimaksud pada huruf . e, 

Penyedia Barang/J asa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk 

Dokumen Kontrak. 

) dilakukan sepanjang disepall 

. 
- 

. Uang. Muka dan Pembayaran Pr 

Uang Muka dapat diberikan 

1 mobilisasi alat dan tenagd 
, 
: 
! 

ai 
: 

ketentuan sebagaimana diatur dalam 0 
: | - : 

f. .. 

sebabkan masalah administrasi, dapat 

ati kedua belah pihak. 

estasi Kerja N | 

kepada Penyedia Barang/ J asa untuk: 

kerja: |   
ng mengalihkan pelaksanaan pekerjaan



..2 pembayaran uang tanda 

' 8) persiapan teknis lain 

. Uang Muka dapat diberikar 

. Besarnya Uang Muka untu 

. yang paling kecil diantara 2 

1) 2006 (dua puluh perserat| 

) 2) 1596 (lima belas perserat 

i 1) pembayaran bulanan, 

) 3) pembayaran secara sekali 

“ Pembayaran prestasi kerja d 

. setelah dikurangi angsuran 

apabila ada, serta pajak. 

. Permintaan pembayaran 

. Pembayaran bulanan/terr 

- peralatan dan/atau . baha 

pekerjaan yang akan dise 

— terdapat dalam Kontrak. : 

. sebagai uang. retensi unt 

dan/ atau 

Pengadaan Barang/Jasa. 

ketentuan sebagai berikut: 

1) PPK menyetujui Rencana! 

— Oleh Penyedia Barang/Ja 

2) untuk Usaha Kecil paling 

nilai Kontrak Pengadaan 

3) untuk usaha non kecil 

“' muka paling tinggi 20 

' Kontrak Pengadaan Bara 

36 

jadi kepada pemasok barang/ material: 

) u . 
yang diperlukan bagi pelaksanaan 

| kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ) 

! 
P 

Penggunaan Uang Muka yang diajukan NN 

Sa: | : 0 

tinggi 3096 (tiga puluh perseratus dari ) 

Barang/Jasa, atau . . | | 

dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang Ta 

Y (dua puluh perseratus) dari nilai 

ng/Jasa.- pa 

k Kontrak Tahun Jamak adalah nilai 

(dua) pilihan, yaitu: Tan ' | 

us) dari Kontrak tahun pertama. atau 
l   s) dari nilai Kontrak. | 

. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi « secara“ 

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

. Pembayaran prestasi pekerj 

2) pembayaran . berdasark: 

(termin): atau 

menggunakan subKontrak, 

kepada seluruh subkontr 

( progress) pekerjaannya. 

dilakukan senilai . pekerja ai 

PPK dapat menahan seba 

: 2 

1 

an dapat diberikan dalam bentuk: 

In tahapan penyelesaian pekerjaan. - 

Igus setelah penyelesaian pekerjaan. : 

iberikan kepada Penyedia Barang /Jasa 

pengembalian Uang Muka dan denda: 

kepada PPK untuk | Kontrak yang 

aktor sesuai dengan perkembangan . 

hin untuk Pekerjaan Konstruksi, 

Am yang telah terpasang, : termasuk - 

h. yang menjadi. bagian! dari. hasil 

rahterimakan, sesuai ketentuan yang 

  
gian pembayaran prestasi pekerjaan 

ik Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan   
harus dilengkapi bukti pembayaran.



AAA 

. Konstruksi dan Jasa 

. pemeliharaan. 

Tertentu. 

7 

Lainnya yang .mebutuhkan masa . 

3. Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan 

Dalam keadaan tertentu Penunjukan Langsung untuk pekerjaan. 

penanggulangan bencana alam 

a. PPK menerbitkan SPMK sctd 

dan salinan pernyataan bc 

f “berwenang sesuai ketentuan! 

bh. opname pekerjaan di lapang 

Penyedia Barang/Jasa, g 

dilaksanakan sebagai berikut: Tn 

lah mendapat persetujuan dari PA/ KPA . 

ncana alam dari pihak/instansi yang 

peraturan perundang-undangan, ) 

an dilakukan bersama antara PPK dan 

ementara. proses dan” administrasi . 

pengadaan dapat dilakukan secara simultan, 
| Ka 

0. penanganan “ darurat yang dananya “berasal |dari | dana 

| penanggulangan bencana alim adalah: 
5 

1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan: dan 

diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan Pan 

dan keselamatan mas 

kerugian negara atau ma 

2) konstruksi darurat ya! 

— diselesaikan dalam wakti 

. ) dan keselamatan masya 

| . negara/masyarakat yan 

3) bagi kejadian bencana al 

0 suatu : Kontrak, pcke 

. dimasukkan ke dalam C 

melebihi 104 (sepuluh p: 

. 4) Penggunaan konstruksi 

—” permanen masih dalam 

i penanganan darurat hd 

. . permanen untuk menghi, 

: Jebi b besar. 

4. Keadaan Kahar . : : 

0. Keadaan Kahar adalah S 

aa . kehendak para. pihak dan 

sehingga kewajiban yang di 

| dapat dipenuhi. | 

.t L 
t 

arakat dan/ atau untuk menghindari : 

syarakat yang lebih besar, ) 

hg harus segera - dilaksanakan dan 

rakat dan/atau menghindari kerugian h ' LN 
lebih besar, ah | 

am yang masuk dalam cakupan wilayah 

rjaan penanganan. darurat “ dapat 

Prseratus) dari nilai awal Kontrak. 

permanen, jika penyerahan pekerjaan 

kurun waktu: tanggap darurat atau 

nya dapat diatasi dengan konstruksi 

ndari kerugian negara/ masyarakat yang . 

3 

| 

uatu keadaan yang terjadi di luar . 

tentukan dalam kontrak menjadi tidak . |   i 
ks 

| 
| 

' 
| 

1 yang paling singkat, untuk keamanan -— 

ontract Change Order (eco) dan dapat 5 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya, | )



”“ 

' B. PANITIA PENERIMA/ PEMERIKSA 

  

“1. Panitia ' Penerima/ Pemeriksa Ba 

Daerah Kabupaten Gorontalo ada 

“Panitia Pemeriksa Barang Dz 
Sekretaris Daerah dengan susun! 

Ketua tnerangkap anggota 

— Sekretaris ) merangkap anggota 

Anggota : 1 

Ka 

BARANG” | i ) 
rang Daerah di lingkungan Sekretariat 

lah sebagai berikut: Tn 

an panitia terdiri dari: - . . : 

'Kepala Bagian Umum 
Kabupaten Gorontalo “0 1 i 

Kasubag Perlengkapan pada Bagian 

Umum Setda Kabupaten Gorontalo 

Setda : 

..unsur Bagian Umum Setda Kabupaten: Gorontalo . 

2. unsur Bagian Pembangunan dan Pengendalian Program i 

Setda Kabupaten Gorontalo . t 
To :. . 

13. ukrsur Bagian Huklim Setda Katsupaten Gorontale" 
i 4. unsur teknis. (anggpta tidak tetap). 

2, Panitia Penerima /Pemeriksa Barang. 

| 

di lingkungan Satuan Kerja 2 
. Perangkat Daerah (SKPD) adalah jenosal berikut: 1 
Panitia Pemeriksa . Barang S 

ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna . 
Anggaran, “ufituk memeriksa sitnua ' kegiatan | pengadaan bararig” 

— dengan personalia terdiri dari : 

0 Ketua merangkap anggota 

0 i Sekretaris merangkap anggota : 

“3: Tugas Partitia Penerima/ Pemeriksa Barang: 

— a. membuat Berita Acara Hasil 
0 b. memberitahukan — kepada 

ta pejabat yang melaksanakan 

: (Sesuai kebutuhan SKPD : 

“& 
' 
t 

: (Pejabat yang: ditunjuk oleh Kepala 0 

SKPD pa 
staf pada satuan : “kerja . 

bersangkutan : Ao 

Pemeriksaan Barang:   
panitia pengadaan/pekerjaan 'atau 

. . I : 0. . 

pengadaan, . jika ternyata . barang. | 

5 yang diperiksa tersebut sesuai dengan persyaratan sebagaimana. | 

tertera dalam surat perjanjian dan (atau. dokumen penyerahan. ag 
— lainnya: en | 
“Cc. dalam 

bertanggung jawab kepada Ke pala SKPD. 
| 

: 
i 

| 
! 
i 

pelaksanaan tugasnya 

ui 
.i 

- Panitia “Pemeriksa. Barang .   

kerah ditetapkan ' dengan! Keputusan 0 

tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 0



O
r
 

'n
 

i 3 memberi teguran" kepada pel 

| Di PENGAWAS FUNGSIONAL 

  

—. C. PELAKSANA TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN” | 
| Petugas yang bertindak sebagai pengawas lapangan ditetapkan 

oleh masing-masing Kepala SKPP. Dalam hal SKPD tidak memiliki . 
pegawai yang memiliki pengetahuan teknis dalam melaksanakan tugas- 

tugas pengawas lapangan, maka 

" pegawai pada SKPD lainnya 

. SKPD selaku atasan pegawai 

Pengawas Lapangan mempunyai thgas: 
2. mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan: 

2. menyusun laporan - harian, 

.' selanjutnya 

2 kepada Pimpinan Kegiatan dan 

kegiatan 

ketentuan, 

. terdapat 

d. memecahkan masalah/hambatah dalam pelaksanaan pekerjaan, 

e. menertibkan administrasi kegiatan di lapangan, | | 

f. dalam pelaksanaan tugasnya pe 

kepada pengguna barang secara 

ai Inspektorat — Kabupaten i 

penyimpangan yang tidak 

i 
SKPD dimaksud dapat menggunakan . 

asarkan persetujuan dari Kepala . 

sud. Ta 

mingguan, dan bulan untuk 

melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan di Ji Tapangan ji 
| 

Penanggung J awab. Program, 

sesuai dengan 

ngawas lapangan bertanggung jawab — 

berjenjang. | 

Gorontalo berwenang | melakukan '   pengawasan fungsional atas pelaksanaan : Anggaran Pendapatan dan ' 

0 Belanja Daerah Kabupaten Goro 

SKPD bertanggung jawab atas p 

di i bawahnya. . | 

ntalo Tahun 2015, sedangkan Kepala 

engawasan melekat terhadap aparat .   
  

   
“£, LAPORAN: PELAKSANAAN KEGIAT: N 

Laporan realisiasi | pelak 

i Pendapatan dan Belanja Daerah: 

2015, disampaikan oleh masir 
- Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Gorontalo u. p. Bagian Pembangui 

kegiatan. “Dana Anggaran 

bupaten Gorontalo Tahun Anggaran i 

1g-masing Satuan Kerja Perangkat ' 

Kabupaten Gorontalo kepada Bupati 

han dan Pengendalian Program. Setda 

' Kabupaten Gorontalo, paling lambat setiap tanggal S bulan berjalan. 

| | 
i 

| 

|   

aksana. apabila dalami pelaksanaart i



k
p
 

Pa 
  

.. - 

PE 

Peraturan Bupati tentang | Ped 

pedoman dalam pelaksanaan ' Kegi 

Bersumber dari Anggaran Pendapa 

Gorontalo Tahun Anggaran 2015. 

— Hal hal yang belum diatur 

| petunjuk pelaksanaan ini, agar ber 

undangan yang berlaku. : 

BV. 
UTUP 

    

atau belum . 

pedoman pada peraturan 

Ta 
t 

cukup diatur 

  

45 

loman Pelaksanaan ini dibuat sebagai. . 

atan Pengadaan Barang/Jasa yang. 

tan dan Belanja : Daerah Kabupaten 

i dalam. 

perundang- .



| Menimbang: 

| — Mengingat oa 

1 Memperhatikan 6 . 

TENTANG 

  

n A. CONTOH SK 

— LAMPIRAN 2: PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 

TANGGAL 

  

5 TA 

22 WA 

2015 

20185 

PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

BARANG/JASA YANG 

  
BERSUMBER 

CONTOH-CONTOH FORMAT | 

| 
ih. 

SK PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARAN GINASA 

  

—.. PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | 
. DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”. 

| KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014 | 
SATUAN KERJA seervoemubs: kereeeeeatereenkalamen na 2 

: ' Menetapkan 1 

T
p
:
 

W
N
 

. Peraturan PEMETintah ..d cord orereranenneeereennnnnneeeemaanemam 
- Gan seterusnya, 0 | pg | 

|   
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

. DINAS/BADAN/KANTOR... kennekmamannanan AN 
Jl. peweranunggenorntonundarnaneauUunuunann agen ea nan onganuoen eonvananggeoorunua 

TENTANG . 

dan seterusnya: 

URJANGAUNGANG ....n201en1h ee aa 

' MEMUTUSKAN :     

EVALUASI 

PEN GADAAN 

PENDAPATAN DAN “BELANJA -.. 

   



g 

  

. KESATU : 

KEDUA 

KETIGA 

'5. menilai kualifikasi Penye 

..6. melakukan evaluasi admiti 

| KEEMPAT 

— KELIMA: 

KEENAM. 

A
N
 

2 

| 9. menyerahkan dokumen asli 

.... 

3 dan 1 seterusnya. 

dan Belanja Daerah Kabu 
Kerja rn eenretnemnennenannana nana 

i Penunjukan Pejabat Pengadamn Barang dan Jasa Dana Arigelran Pendapatan ng 
paten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 Satuan HS 

ara #nonuessangon .» NIP, ... 

tugas pokok dan kewenangan 

— untuk masyarakat serta me 

voaroone: #engosanknonaoo0 

: Pejabat Pengadaan sebagaimaha dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan . 

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa: 
.. menetapkan Dokumen Penghdaan: aa 

menetapkan besaran nomirlal Jaminan Penawaran, - 
— mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Satuan 
Kerja Perangkat Daaerah masing-masing dan papan pengumuman resmi 

  

: Pejabat. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum. kesatu atas nama. 

sebagai berikut : 

  
nyampaikan ke LPSE untuk diumumkan . 

“dalam Portal Pengadaan Nasional: 

' pascakualifikasi: 

. yang masuk, 
menetapkan Penyedia Bara! 

| . 
dia Barang/Jasa melalui . praktalifikasi atau 

| 2 
istrasi, teknis dan harga terhadap penawaran . 

|. 
po. 

ng/Jasa, i |   | Barang/Jasa kepada PPK: 

.- menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemtan Penyedia Tn 

lihan Penyedia Barang/J asa kepada PA/KPA, 
10. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA: | 
12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan ) 

Barang/Jasa kepada PA/KPK: 
13. menandatangani . pakta 

barang/jasa, dan 

| ) 
Integrasi sebelum pelaksanaan pengadaan 

14. melaksanakan tugas lain g$esuai dengan ketentuan Peraturan perundang: 
undangan. : 

: Dalam melaksanakan tugasny 
- pejabat pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala area rrand rena nenaanranann 

. Masa kerja pejabat pengadaan berakhir setelah selesainya seluruh tugas dan 
wewenangnya atau sesuai dengan masa kerja penugasannya. | : 

sebagaimana dimaksud pada ' diktum kedua, i i 

t' 

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada 
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 
Anggaran 2014 DPA-SKPD .. "ewanunaanayangudoapacang yan 

KENIENAN Oetasnu naa nag Yowoa wenda ana sasayunuanna 

     



— B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

  

  

pe OLEH PENGAWAS DAN PPTK 

  
  

  

  

  

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN - 
NOMOR : 

— Pada hari ini ser. Tanggal...... bulan unnuan Tahun perna star kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. | Dalam hal ini selaku” Pengawas Lapangan — Pekerjaan 

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2 

“2 2 Direktur seh...» o&o... Ho 
. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Berdasarkan Kontrak NO, se eravarananann TANGGAL pancoran . Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian lapangan atas Pekerjaan... soon eren canan . ' Log po Tana 

Adapun hasil pemeriksaan dan penilaian kami seperti tercanfum dibawah ini : 

Kun AAN , VOLUME BOBOT | PROGRES (Yo : NO JENIS PEKERJ SAT. TARGETREALISASI. 4 KUMUL | TERTIMEI Kel: 1 “2 3 4 5 6 7 8 9   

  

  

  

  

  

  

  

  

        
                    

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya Untuk dipergunakan sebagaimana mestin 

Setuju, 

.
.
 “CM. 

  

Direktur . 

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR 

  

NIP.. 

Dibuat Oleh, 

NIP. sn..rocorasa   
PENGAWAS LAPANGAN - 

  

k- 

ya. 

  
i 

“t 

PEJABAT PELAKSANA 
TEKNIS KEGIATAN. 

  
  

 



a
t
w
 

: (PPHP) |. 
'DINAS/BADAN/KA TOR. .errenenatanseraranrananan | 

: — TAHUN AN GARAN 2014 oa 

Nomor. Kepada Yth : b 
De Lamp. pa (1. Panitia PPHP | 

| 2 . Perihal. . : Undangan Rapat 2, Direktur | 5 
an 0 komen eng 

. po 

po Tempat 

. Dengan hormat, aa Oa ig 0 
Sehubungan | dengan pemeriksaan / penilaian atas - pekerjaan 2 

O ernennnetnnnnatannnnn . yang telah mencapai .......Y5, maka bersama ini . kami 
. mengundang Panita PPHP dar) Direktur wo... oonenisaran untuk menghadiri: 

. pertemuan yang akan dilaksanakan pada : | | | 

Hari / Tanggal 

Waktu 

«. Tempat 

- Demikian atas perhatian di ucapkan terima kasih. 

. Pa tan penannna , permen 2014 n 
Mengetahui, | Na an 

Ketua, : Sekretaris, 

ANIPdeveeenennmn nenen nnnsanaan NIP, rooomentenen atm oom 

| 

| | 
1 

Li 
1 3 

  

  

c. CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PANITIA PENERIMA HasiL PEKERJAAN | 

  

     



  

  

0 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
—. 4PPHP) 

DINASIBADANKANTOR. 
GARAN 2014 TAHUN AN 
   

  

    

RISALAH 
PEKERJAAN snnevebarangsennannann uan saman anna 
NOMOR -.: 023/PAN-PPHP/PU- Psbaro1a 
TANGGAL : 13 MN 2013 0 

uja 
Pada hari ini ........... . tanggal oneraa b   B penevraet tahun ........ pukul am . Wita sd ta 

selesai, dengan mengambil tempat dil... telah diadakan rapat mengenai penilaian 0 
Pekerjaan “.ercc........ Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia PPHP dan dihadiri. oleh . 
koordinator dan seluruh anggota panitia serta unsur pihak Penyedia Barang/Jasa. 

“1. Dalam rapat dibahas tentang tita cara penilaian pekerjaan dan disimpulkan 
) hal— hal al sebagai berikut : : 

sa00noKomuuruaun 

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

— “Limboto, (20147 
Mengetahui, | : : 

Ketua, TN ) — Sekretaris 

  

  

“Eeonuonnaanamnangunena eter paaapeoeetran 
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1 
PANITIA/PEJABAT PEN 

(P 
DINAS/BADAN/KA 

) TAHUN AN 

“BERITA A ACARA ema HASIL PEKERJAAN 

(Kunjung 

Nomor : camahu 

A. Berita Acara ini dibuat pada tanggai . 

  

  

RIMA HASIL PEKERJAAN 
HP) pa 

GARAN 2014 . 

"eonunoooneeenanyenang   
“Oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaah (PPHP) yang dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala arnenrananannana Nomor snnaatan tanggal cara , dalam rangka serah 

h 0. terima pekerjaan sementara (PPHP) untuk pekerjaan ......... sesuai dengan Pasal 
Dan . Syarat-Syarat Umum dalam "Surat Perjanjian ( Kontrak ) / Surat Perintah Kerja 
(SPK) antara Pejabat Pembuat Konlitmen (PPK) dengan Penyedia Barang Jasa 

I B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan dan meneliti serta 
mempelajari semua hasil- hasil pek 

sebagai berikut :   jaan dimaksud, maka Panitia menetapkan 
| 
| 

! 

a. Kegiatan telah selesai dilaksanak n sesuai dengan rencana kerja dan syarat — 
Syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam perjanjian kontrak. 

b. Kegiatan yang dilaksanakan suda 

      

    

selesai .....9o dan telah berfungsi dengan La 

  

| | baik. 
| 

| | 0.5 dst (disesuaikan dengan hasil penilhian lapangan) . bo 
20 G, Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

" aa | Ditandatangani di 0 - - | do pa | . Pada Tanggal” 0 pi 

Da PANITIAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, 

NanN ' stan. adam mana Baja sama 

0 a Sm aa pp 5 TEE La 

mana aa     

 



  

PANITIA/PEJABAT PEN RIMA HASIL PEKERJAAN. 
(PP 

 DINASI BADAN/KANTOR 
HP) 

TAHUN Pa 2044” 

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN 

Nomor : Pnb 

A. Berita Acara ini dibuat bada tanggal 

Peangunvunnegaeunnaganan 

pansannana: bulan ....... ..   tahun Dee... Oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala 2... ###X.... NOMOF sadar. arca... 
- pekerjaan sementara (PPHP) untuk pekerjaan 0 . Syarat-Syarat Umum dalam ““Surat Perjanjian ( Kontrak ) / Surat Perintah Kerja 

| tanggal ............ dalam rangka serah terima: 
sanveenanaan sesuai dengan Pasai . 

“ (SPK) antara helabat F Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang. Jasa .Nomor.......... . tanggal... 

B. Setelah dilakukan pengamatan lapahgan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai ii —. dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Palaksanaan Nomor : . tanggal. 
see, Gan meneliti serta mempelajari 

— Panitia berkesimpulan sebagai berikut 

. @. Penyedia barang/jasa telah mela 
| Penilaian pekerjaan (Kunjungan P 

Kontrak. : . 

  semua hasil-hasil pekerjaan dimaksud, maka pa 
8 . 

sanakan perbaikan pekerjaan sesuai hasil 
rtama), dan sudah sesuai dengan ketentuan . 

i 
| . 

b. Sesuai dengan Pasal Syarat-syara Umum dalam Surat Perjanjian tersebut pada 
butir a diatas, maka masa pemelih raan selama ...f.... 
sejak tanggal................ 

..) hari kalender terhitung 

C. Selama masa pemeliharaan, seca berkelanjutan Kontraktor berkewajiban dan Tn 
bertanggung jawab melakukan pekerjaan pemeliharaan. | : 

Cc. Demikian Berita Acara i ini dibuat untuk Igunakan sebagaimana mestinya. 

— Ditandat 
Pada Tar 

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN tb i 

Ka aa aa aa aa Na an BARA par O.tuonupan 

aa ana Tana Na aa Sat BARA Sa ponunnnengasa 

  

  

  

Anggota 

“Dibuat apabila kunjungan pertama masih hn ter 
"pilih salah satu   

ngani di 

ggal 

  

penesanuunaang ganguan 

apat kekurangan |   
  

! 

  
SERA OA AO nan naa ana nan gancenug 

  

  

Po TEA ena aed un nanas yurrunganupa2 

“Pimpinan Teknik. u 

| 
| 

| 

 



L. 3 BERITA ACARA SERAH 
— PEKERJAAN 

“2 0nvanyanr KONI YA rc cor#.aw.c 

Teturvenponangnngg nan guen 

"TN ananan patunneenan ena aan peng o san enam an gaann 

"S00sstaneponnnevogovunyaonupu ren nanangoneona ngo roauu 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk men 
sesuai dengan Pasal .. 

  

TERIMA PERTAMA PEKERJAAN UNTUK 
  

. Syarat-Syarat Umum dalam 

: 
l 

srnevsnaneanane taman bertempat di 

: | Selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertindak . untuk dan atas nama Pemerintah Republik. Indonesia c.g Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan 
Nomor tanggal nnnannnantanaaan 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU 
Direktur berkedudukan di ............. 
untuk dan atas nama ......:!... 
disebut PIHAK KEDUA. 0 . . 
adakan serah terima Pekerjaan untuk ... 

"“Surat Perjanjian (Kontrak) / Surat 

......yu 

.. bertindak ) 
selanjutnya ai   

Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pemblat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa -Nomor .. sanaananan tanggai .............. 
berikut: 0 

ia tanggal 

oleh PIHAK KEDUA. ' 

PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan ... | KESATU menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA. : 

. Nan |  Pasat1 | | Tg 
- Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan 

sebagaimana didalam ketentuan — ketentuan sebagai : | 

Nomor : ....u..manyununn 

yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, maka PIHAK KESATU menyatakan bahwa semu pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik” 

wo . Pasal3 . ai ag 
PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekaraan dimaksud pada pasal 1 dalam masa . pemeliharaan yang ditetapkan selama ... 
“2. cunaconuvup 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lim 
yang sama. . | 

PIHAK KEDUA 
cv : 

  

Direktur 

SAKSI 
PEJABAT PELAKSANA 
TEKNIS KEGIATAN - 

  
  

  
    

rara kepada PIHAK KESATU dan. PIHAK Ba, 

» he.) hari kalender terhitung sejak tanggal 

a) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum | 

PIHAK KESATU 
KEPALA sareerervavvuu.! Ta 

NP mana mama 

oh 0. SAKSI. |. 
|| PANITIA PENILAI HASIL PEKERJAAN 
ps KETUA, .. |. ag 

  
 



  

  

ag PANITIAPEJABAT P PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

TAHUN ANGGARAN 2014 

  

) ” DAFTAR HADIR : 
 HARITANGGAL : 

Na PEKERJAAN .. sereansenhonenennanan merendam 7   
  

NO. |. .' NAMA. : JABATAN . TANDA TANGAN 
  

41 ph ) ) KbORDINATOR 14 
  

  

Sole Ma SEKRETARIS Is 
  

  

| 

| 
| 

2 — : Ha | KETUA 2 

| 

| 0. | 

4 | Tn | ANGGOTA 4 

5 pa 0 ANGGOTA 5 
  

  

6 0 angcota' : 6 

7 : Ne ANGGOTA po 
  

'
.
.
   JUNSUR KONTRAKTOR           

' KETUA, Ma NN “SEKRETARIS, 

    
"VENNA DN 0 Mo NIP. 

  
     



  

  

“IPEKERJAAN : 
LOKASI 

' EHOTO PENILAIAN PEKERJAAN 

  GAMBAR 
KETERANGAN 

  

  

2“
 

"   
  

        

       



  

  

PEKERJAAN 
Irorasi 

PHOTO PEN ANAMAN POHON 

  

GAMBAR KETERANGAN 
  

    
  

        
     



  

  

    

  

(PPHP) : 
' DINAS/BADAN/KAN OR senen ia p 

TAHUN ANGGARAN 2014 

  

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN - 

PEKERJAAN .... 

  VOLUME 5 
PERBEDAAN), KETERANGAN . KONTRAK LAPANGAN |: SELISIH. aa 

NO.) ITEM PEKERJAAN 
  

  

  

  

  

  

  

  

t
 

  

  

                

  

0 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, | ) 

  

Sana nu ruunedansuvabsdanuayuvnaaanuuuuna aa pn an an 

Koordinator .— -5 Ketua 

    

Anggota . . “Anggota 

    

Pimpinan Teknik 

: 5. 

Po. 
t 
s 
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.
 

  

  

  

  

  

  

      
  

          
  

  

  

            

      

— PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN | 0 
aa (PPHP) | 

DINAS/BADAN/KANTOR ..cooco.m como. sasa 
TAHUN ANGGARAN 2014 Tn 

DAFTAR ARSIP / DOKUMEN 
1 

PEKERJAAN eorhaecerecerelenenganesanataraan co . : A 

| | 
1. Surat Menyurat | 

No, NOLITGL PERIHAL TUJUAN KETERANGAN| ' 
1 2 3 7 5 0 

A. Isurat Masuk : 1 
. AINo. Permohonan Exit Lapangan 

“ |Tanggal 
. 2 Na, Permohonan Uang Muka P. Tanggal : . 

3 INo, . Permohonan Pemeriksaan Fisik 
. Tanggal - . Lapangan 
4INo, Permohonan Perngriksaan (PHO) - 

- 'Tanggat « Dan Pencairan 1005 
5 INo. dil 

Tanggai 

B. (surat Keluar: . 

“AINo. Teguran I 
Tanggal . 

2 INo, | .. Teguran II 
Tanggal Ta 

- 3 No. : Rapat Evaluasi Fisik 
Tanggal 

4 INo. 0 . dl 
pa Tanggal f NN 

2. pe AM “Laporan | 

0. ko. JENIS LAPORAN URAIAN | Iketerangan)) 
Na 7 2 . 3 4 

h LIA Time Schedule 3 adaftidak ada . lengkap/ | - . | ' Fa tdk lengkap ga B. (Laporan Harian Oa ada'tidak ada — tengkap/ . ga , 0 . 
tdk lengkap “Ih €. ILaporan Mingguan. adaftidak ada lengkap! ' “ Koe Ka tdk lengkap Ka D. (Laporan Bulanan (MC) “ ada/tidak ada tengkapi - . “I-: TN pa Ma “tdk lengkap Ha E. Iback-upData adaftidak ada - Tengkap/ . pa 
tdk lengkap 2 0 F.- jLaporan Cuaca. 1. ada/tidak ada lengkap/ | oo pa | Ma : tdk lengkap 

. . . 1 

 



r 3
 

. 

L
a
 

. 
T 

1
 

K
n
 

Dokumen " 

  

  NO. JENIS DOKUMEN URAIAN KETERANGAN 
  2 

3 4 
  

0
 0» 

.”
   

Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa 

Surat Perjanjian / Kontrak 

Surat Penyerahan Lapangan 

Surat Perintah Mulai Kerja 

ISontract Change Order (CO)     

ada'tidak ada 

ada/tidak ada 

ada/tidak ada 

adafidak ada 

lengkap/ 
. tdk lengkap 

— lengkap/ 
tdk lengkap 

.. lengkap! 
tdk lengkap 

lengkap/ 
tdk lengkap       

— Data - data Teknik   
  

JENIS DATA URAIAN ' KETERANGAN| —. 
  

  

  

2 . 

Shop Drawing (gambar 
pelaksanaan). 

As Bulit Drawing     
ada/idak ada 

ada'tidak ada 

4 

lengkap/ | 

tdk lengkap 

lengkap/ 
tdk lengkap     

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, 

Koordinator 

    

Anggota 

  

   

  
sajaau 

Ketua 

  

  
  

  

Pimpinan 

  

Nouuununanuvugan 

Dugunuunnung9ane 

Tekni 
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Pada harini......... Tanggal ...... » bulan ...... 

  

  

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEGIATAN 
NOMOR : 36/PAI 

- Tahun TAN kami 

1. “Surat perjanjian (kontrak)/Surat Perintah Kerja 

. 2 Surat Keputusan kknnekerinkaanann . 
Pekerjaan (PPHP) TA. 2014 

3. Surat Permohonan CWarraanra Nomor : 
Pekerjaan ... 

(SPK) Nomor sanad... 

.... tanggal .......... 

» Tanggah ....oorWcoro 

N-BAPK/PU-PSDA/2013 

iyang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan : 

— Tetah mengadakan pernriksaan dan penilaian lapangan terhadap pekerjaan . 
Sorontalo ' 

... Tanggal. ca. O | .- perihal Pekerjaan oi 

tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Permintaan Pembayaran Fisik Lapangan terhadap. 

. | - Tahun Anggaran 2014 Kabupaten '   
  

NO ".. URAIAN 
VOLUME 
  

SAT - PERMINTAAN HASIL 1 

  

        

PEMBAYARAN 

    

PEMERIKSAAN 

        

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Ini dibuat untuk digurjakan sebagaimana mestinya. 

PANITIA PENILAI HASIL PEKERJAAN 

  

Koordinator 

  

Anggota 

  

Anggota 

“Pinh salah satu 
Borita acara ini dibuat pada saat pemerikasan untuk permohonan plmbayaran ternyn «1 os 

  

Ketua . 

  

Anggota 
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t 
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, 

Sekretaris 

    

Pimpinan Teknik 

Anggota 
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